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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR  I§-] /UN40/KP.09.00/2025

TENTANG
TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi yang
memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui program Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani untuk
meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan nonakademik pada Kampus Universitas
Pendidikan Indonesia di Cibiru, perlu mengangkat tim pelaksana pembangunan zona

g %o integritas dimaksud;

f b. bahwa sesuai Surat Direktur Kampus UPI di Cibiru Nomor B-
2684/UN40.C1/BU.01/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Permohonan Diterbitkannya
SK Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara

: Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan
Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi; ,

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor
PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 — 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
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Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9
Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 601);

Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas
Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas
Pendidikan Indonesia;

Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;

Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang
Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa
Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa
Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TIM
PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA
KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2025.

Mengangkat Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kampus Universitas Pendidikan
Indonesia di Cibiru Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor

ini.

Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini
dibebankan pada RKAT Kampus UPI di Cibiru Tahun Anggaran 2025.
Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal U 3 JAN 2025
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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 4 q /UN40/KP.09.00/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KAMPUS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU

TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2025

Penanggung Jawab
Pengarah

Ketua Tim
Sekretaris

Area Manajemen Perubahan
Manajer
Anggota

Area Tata Laksana
Manajer
Anggota

Area Manajemen SDM
Manajer
Anggota

Area Akuntabilitas Kinerja
Manajer
Anggota

Area Penguatan Pengawasan
Manajer
Anggota

Area Pelayanan Publik:
Manajer
Anggota

Prof. Dr. Deni Darmawan, S.Pd., M.Si., M.Kom., MCE.
1. Dr. Yeni Yuniarti, M.Pd.

(Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan)
2 Dr. Jenuri, S.Ag. M.Pd.

(Wakil Direktur Bidang SDM, Sarana, dan Umum)

Prof. Dr. Hj. Leli Halimah, M.Pd.
Triana Lestari, S.Psi., M.Pd.

Mirawati, M.Pd.

1.  Ayu Hopiani, M.Pd.

2 Mega Laeni, M.Pd.

3. Reza Dwicahya Putra, S.Pd.

Ayung Candra Padmasari, S.Pd., M.T.
1. Raditya Muhammad, S.T., M.T.
2 Nurhidayatuloh, S.Pd., M.T.

3. Agus Juhana, S.Pd., M.MT.

Annas Fachrudin, S.Pd.
1. Hardy Rahardian Natapraja
2. Dedeh Intan Nurjanah, S.Tr. AP.

M. Igbal Ardimansyah, S.T., M.Kom.
1. Hendriyana, S.T., M.Kom.

2. Padli, A.Md.

3. Yuti Sri Rahmawati, S.Pd.

Dr. Dinie Angraeni Dewi, M.Pd., M.H.
1. Deden Pradeka, S.T., M.Kom.

2. Nurul Hidayah, M.Pd.

3. Ratih Rizkiawati

Didi Warsidi, S,Ap.

1. Iwan Budiawansyah, S.Ag.
2.  Ridha Purba, S.H.

3. Harti Annisa, S.Pd




